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Abstract: This study focuses on discussing the phenomena of post-truth politics and the narratives of Islamic populism, their role and influence on the future of democracy in Indonesia. There are three research issues raised in this study; the phenomenon of post-truth, Islamic populism, and finally democracy in Indonesia. By using this type of qualitative research and analysis through critical sociological theory, this study found findings that the global political phenomenon of post-truth that occurred in many countries of the world, now also has colored democratization in Indonesia. Thus marked by the emergence of the use of the issue of primordialism, especially those rooted in Islamic identity and populism. In reality, the problem of using post-truth politics through Islamic populism against the building of a democratic system in Indonesia can be seen in two ways; First, post-truth politics which in practice utilizes the narratives of Islamic populism has caused intolerance in the cultural religious sector. This has a negative impact on the rise of exclusivism which results in sentiment. Jakarta Election; Second, the exploitation of the issue of Islamic populism in post-truth politics has a devastating effect on the increasing trend of intolerance behavior in the political sector. In the stage of contemporary Indonesian democracy, political intolerance is represented by the increasingly widespread understanding of majorism-minorityism at many political events, both at the national and regional levels. 
الملخص: وتأثيرها على مستقبل الديمقراطية في إندونيسيا. هناك ثلاث قضايا بحثية أثيرت في هذه الدراسة ؛ ظاهرة ما بعد الحقيقة ، والشعبوية الإسلامية ، وأخيرا الديمقراطية في إندونيسيا. باستخدام هذا النوع من البحث والتحليل النوعي من خلال النظرية الاجتماعية النقدية ، توصلت هذه الدراسة إلى نتائج مفادها أن الظاهرة السياسية العالمية لما بعد الحقيقة التي حدثت في العديد من دول العالم ، أصبحت الآن أيضًا ديمقراطية ملونة في إندونيسيا. وهكذا تميز بظهور استخدام قضية البدائية ، وخاصة تلك المتأصلة في الهوية الإسلامية والشعبوية. في الواقع ، يمكن رؤية مشكلة استخدام سياسات ما بعد الحقيقة من خلال الشعبوية الإسلامية ضد بناء نظام ديمقراطي في إندونيسيا بطريقتين: أولاً ، تسببت سياسات ما بعد الحقيقة التي تستخدم عمليا روايات الشعبوية الإسلامية في عدم التسامح في القطاع الديني الثقافي. هذا له تأثير سلبي على صعود التفرد الذي ينتج عنه سلوك المشاعر  ؛ ثانياً ، إن استغلال قضية الشعبوية الإسلامية في سياسات ما بعد الحقيقة له تأثير مدمر على الاتجاه المتزايد لسلوك التعصب في القطاع السياسي. في مرحلة الديمقراطية الإندونيسية المعاصرة ، يتمثل التعصب السياسي في الفهم الواسع الانتشار للأقلية - الأقلية في العديد من الأحداث السياسية ، على المستويين الوطني والإقليمي.
Abstrak: Studi ini fokus membahas fenomena politik post-truth dan narasi populisme Islam, peran dan pengaruhnya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Terdapat tiga permasalahan penelitian yang diangkat dalam kajian ini; fenomena post-truth, populisme Islam, dan terakhir adalah demokrasi di Indonesia. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan analisa melalui teori sosiologi kritis, studi ini mendapati temuan bahwa fenomena politik global post-truth yang terjadi di banyak negara dunia, saat ini juga telah mewarnai demokratisasi di Indonesia. Demikian ditandai oleh mengemukanya penggunaan isu primordialisme, terutama yang mengakar pada identitas dan populisme Islam. Dalam kenyataannya, problem penggunaan politik post-truth melalui populisme Islam terhadap bangunan sistem demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari dua hal; Pertama, politik post-truth yang dalam praktiknya memanfaatkan narasi populisme Islam telah menimbulkan intoleransi di sektor religius kultural. Hal ini berdampak negatif terhadap bangkitnya eksklusivisme yang berujung pada perilaku sentimen; Kedua, eksploitasi isu populisme Islam dalam politik post-truth berakibat buruk terhadap meningkatnya tren perilaku intoleransi di sektor politik. Dalam panggung demokrasi Indonesia kontemporer, intoleransi politik direpresentasikan oleh semakin menggeliatnya paham mayoritanisme-minoritanisme di banyak perhelatan politik, baik di level nasional maupun di level daerah. 
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PENDAHULUAN
Dalam dua dekade terakhir, terutama pasca bergulirnya reformasi 1998, perbincangan seputar hubungan Islam dan demokrasi senatiasa menuai perhatian banyak kalangan.
 Baik perbincangan tersebut ada pada wilayah teoritik maupun wilayak politik praktik yang berkaitan dengan kontestasi kekuasaan lintas elektoral, daerah maupun nasional. Pada wilayah teoritik, diskursus seputar hubungan Islam dan demokrasi berkisar pada pertanyaan, apakah Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki kesesuain dengan sistem demokrasi? Mengingat hingga detik ini Islam masih dihadapkan pada problem stigma klasik seperti radikalisme, fundamentalisme, dan eksklusivisme.
 Beragam aksi teror dan anarkisme atas nama Islam yang dilakukan kelompok ekstrim kanan, sedikit banyak telah mengundang keraguan banyak pihak jika Islam benar-benar dapat berdampingan dengan sistem demokrasi.


Sedangkan pada wilayah praktik, perbincangan seputar hubungan Islam dan demokrasi menemukan ruangnya seiring munculnya beragam dinamika politik kontemporer, yakni menggeliatnya gerakan politik populisme Islam yang dalam beberapa tahun terakhir aktif mengambil bagian dalam panggung kenstelasi kekuasaan di Indonsia, baik di level daerah mapun nasional.
 Pada level politik regional, menggeliatnya gerakan politik populisme Islam tercermin jelas dalam pegelaran PILKADA Jakarta 2017, khususnya setelah munculnya mobilisasi agama besar-besaran, Aksi Bela Islam 212 dan 411. Penggunaan isu-isu primordialisme atas nama agama beserta segala bentuk simbolisasinya, tidak saja telah memicu kakacauan politik dalam skala luas, namun juga membuat tatanan demokrasi terancam.
 Sedangkan di level politik nasional, menggeliatnya politik populisme Islam tergambar pada perhelatan PILPRES 2019. Tak beda jauh dari panggung politik PILKADA Jakarta 2017, pertarungan politik di PILPRES 2019 lebih banyak diwarnai wacana primordialisme daripada adu ide dan gagasan.
 Geliat politik identitas atas nama agama yang sempat membuat gaduh politik PILKADA DKI Jakarta, pada kenyataannya turut merambah ke panggung politik nasional, PIPLRES 2019.


Secara historis, munculnya gerakan politik populisme Islam dalam ruang demokrasi di Indonesia sesungguhnya bukan hal baru. Fenomena demikian sudah berlansung lama, bahkan telah muncul sebelum Indonesia mendapati statusnya sebagai negara merdeka.
 Pada masa ini, politik populisme Islam ditujukan untuk melawan dan memerangi kelompok kolonialisme yang saat itu memiliki kepentingan melakukan penjajahan dan penjarahan bumi nusantara. Sederhanya, hubungan antara agama dan politik populisme Islam itu ibarat dua sisi mata uang. Di mana ada kontestasi kekuasaan, praktis di situ akan muncul narasi politik agama atas nama Islam. Secara sosiologis, massifnya penggunaan isu agama (Islam) sebagai komoditas politik di Indonesia, itu tidak lepas dari tekstur demografis Indonesia yang sejauh ini dikenal sebagai negera dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam.


 Hanya memang, geliat politik populisme Islam yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan kenyataan-kenyataan baru yang jauh lebih menarik dan dahsyat, terutama pasca bergulirnya Aksi Bela Islam, gerakan 212 dan 411.
 Pada situasi ini, kita melihat secara jelas bagaimana politik populisme Islam dioperasikan jauh lebih sistematis dan terstruktur daripada masa-masa sebelumnya.
 Narasi politik yang dibangun pun tidak melulu mengambil isu kekuasaan, melainkan sudah bergeser ke ruang-ruang populis yang bergesekan langsung dengan tema agama dan etnisitas.
 Dalam kaitan ini, populisme dimunculkan ke ruang publik melalui narasi tertindasnya muslim mayoritas akibat sistem atau kekuatan politik tertentu yang dianggap tidak memihak kepada hak dan kepentingan mereka. Pada saat bersamaan, mereka mengidentifikasi diri sebagai kelompok sosial termarginalkan akibat hegemoni ekonomi kapitalis kaum minoritas etnis China Tionghoa, yang dalam hal ini mereka terminologikan sebagai kelompok pendatang (baca: kolonialisme).
 


Jika mencermati dinamika politik akhir-akhir ini, serta belajar dari model narasi politik populisme Islam yang terjadi pada PILKADA Jakarta dan Pilpres 2019, cukup logis kiranya jika banyak kalangan mengatakan bahwa iklim politik demokrasi di Indonesia saat ini tengah mengalami situasi pasang akibat pengaruh politik global yang popular dengan fenomena politik post-truth.
 Sekian banyak manuver politik kaum elit yang dewasa ini lebih memilih melontarkan penyataan-pernyataan politik berbau identitas, intimidasi, ujaran kebencian dan propaganda, semuanya adalah gejala kehadiran politik pascakebenaran.
 Intimidasi politik melalui narasi Indonesia bubar tahun 2030, mobilisasi massa besar-besaran melalui Aksi Bela Islam gerakan 212-411, dimainkannya politik identitas dalam bentuk kata-kata pribumi dan asing-aseng, wacana bangkitnya paham komunisme yang ditandai oleh penjajahan sosial politik-ekonomi kelompok China Tionghoa terhadap masyarakat muslim pribumi, kesemua narasi politik tersebut adalah bagian dari intrik politik pascakebenaran.
 Efek dari semuanya tentu bukan saja berakibat pada tidak sehatnya sirkulasi kepemimpinan, namun juga mengancam bangunan demokrasi di Indonesia. 

Berangkat dari kerangka pikir di atas, artikel ini mengkaji secara mendalam diskursus politik kontemporer, yaitu politik pascakebenaran, populisme Islam serta peran dan pengaruh keduanya terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Dalam kaitan ini, beberapa isu politik nasional yang berkaitan langsung dengan term politik pascakebenaran dan populisme Islam seperti narasi politik agama, politik identitas yang terjadi sepanjang perhelatan politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya yang terjadi pada PILKADA DKI Jakarta 2017 dan PILPRES 2019, kesemuanya merupakan fokus permasalahan yang dikaji secara mendalam dalam artikel ini.
PEMBAHASAN

Genealogi Post-Truth; sebuah Pembacaan Historis dan Konseptual


Secara genealogis, perbincangan tentang politik post-truth secara langsung akan mengantarkan pada perbincangan postmodernisme, demikian karena antara post-truth dan postmodernisme memiliki landasan epistimologi yang sama.
 Jika digambarkan, hubungan antara kedua term ini layaknya dua sisi mata uang. Namun bukan dalam hal saling menegasikan, melainkan saling berhubungan dan berdekatan. Jika postmodernisme adalah induk, maka post-truth adalah wujud kebudayaan kekinian yang lahir dari rahim postmodernisme.
 

Sebagai sebuah terminologi, istilah post-truth pada dasarnya bukan hal baru dalam perbendaharaan bahasa, term ini sudah sejak lama muncul dan digunakan banyak pihak di beberapa kesempatan. Dalam dunia jurnalis, istilah post-truth pertama kali diperkenalkan oleh Steve Tesich dalam esainya berjudul, The Goverment of Lies, yang dimuat majalah The Nation tahun 1992.
 Secara umum esay ini berisikan kritik Tesich terhadap kebijakan Amerika Serikat seperti kebijakan terhadap Iran pada masa pemerintahan Ronald Reagan serta kebijakan Perang Teluk. Menurut Tesich, keberhasilan AS mengkondisikan warganya atas agresi yang mereka lakukan terhadap negara-negara teluk persia tidak lepas dari kepiawaian mereka memainkan opini, terutama dalam hal membangkitkan emosional dan perasaan warga AS.
 Dengan bangunan opini yang mereka buat, harapan warga Amerika Serikat akan perdamaian praktis membeku, sehingga mereka pun tidak memiliki kepedulian terhadap kenyataan dan kebenaran yang disembunyikan di baliknya.

Jika merujuk pada penjelasan kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Petrus Reinhard (2019), post-truth diartikan sebagai “Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief ,” yakni  keadaan yang berhubungan atau menunjukan fakta-fakta yang objektif, tapi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik, yang lebih menjadi perhatian adalah emosi dan kepercayaan pribadi.
 Untuk bisa menyasar aspek emosi ini, post-truth  cenderung memanfaatkan isu-isu sensitif yang bersentuhan langsung dengan kondisi sosial di saat itu. Isu sensitif yang dimaksud bisa berbentuk unsur ekonomi, politik, bahkan hingga ke ranah paling primordial, seperti halnya isu (sekte) agama, ras, bahkan hingga isu rasial sekalipun.
 Gambaran nyata penggunaann isu sensitif di sini adalah kampanye politik Donald Trump yang saat itu mengkampanyekan politik anti imigran muslim, sebagai solusi atas maraknya aksi radikalis kaum imigran. Kemudian kampanye pendirian tebing perbatasan AS-Meksiko, untuk menekan keluar-masuknya warga Meksiko ke negara AS.

Menurut Stephen Colbert, dalam beberapa hal post-truth sejatinya memiliki kesamaan dengan terma truthiness yang berarti keyakinan atas sesuatu walaupun sebenarnya tidak didukung dengan fakta yang ada.
 Sebagai sebuah keyakinan, post-truth beroperasi tidak melalui hukum-hukum logis. Sebaliknya cenderung membelakangi akal sehat, tidak berpijak pada data, tidak juga pada legitimasi institusi sebagaimana bangunan tesis pada umumnya. Sasaran utama post-truth adalah sisi emosial dan perasaan individu. Karenanya, narasi yang dibangun di dalamnya lebih banyak berupa isu primordial yang bersentuhan langsung dengan wilayah-wilayah personal dan keyakinan. Efek negatif yang ditimbulkan adalah terbelahanya akal sehat dan keyakinan. Antara akal dan hati tidak lagi ada dalam hubungan dialektika-produktif, melainkan saling menegasikan dan mengarah pada hubungan destruktif. Puncak dari semuanya adalah munculnya sikap dan perilaku sentimen. Individu bertindak bukan karena dorongan logika sehat, melaikan lebih dibentuk oleh perasaan emosi, bahkan tidak jarang berujung pada tindakan fanatisme.
 Fanatisme inilah yang kemudian menjadi variabel penjelas, mengapa di banyak kesempatan masyarakat yang menderita gejala (politik) post-truth cenderung memperlihatkan militansi dalam bersikap dan berperilaku.

Politik Post-truth dan Propaganda Firehouse of Falsehood (FoF)
Paul dan Matthews dalam Golose sebagaimana dikutip oleh Petrus (2019) menyebut tiga (3) ciri utama FoF, yakni; 1)  lacks commitment to consistency; 2) lacks commitment to objective reality; 3) High volume, multichannel, rapid, repetitive and continuous.
 Lacks commitment to consistency mengandung arti bahwa FoF melandaskan kerjanya pada penyebarluasan informasi atau berita yang bukan saja tidak akurat, tapi terbalik. FoF mengesampingkan fakta, yang dimunculkan olehnya adalah narasi subjektif yang memuat isu negatif dan bias pada pemurtabalikan fakta. Untuk menguatkan posisinya, FoF mendirikan lembaga tertentu yang sebelumnya sudah menjalin kerja sama politik dengannya.
 Lembaga seperti konsultan politik, media informasi, layanan jasa survey dan sekian penjual jasa politik lainnya, mereka gerakkan untuk memengaruhi opini publik. Pada batasan ini, perilaku politik para pemilih lebih dipengaruhi data daripada fakta, lebih dibentuk citra daripada realita, simbol daripada nilai. Frekuensi penyebaran kebohongan yang dilakukan secara massif, pada akhirnya berinvolusi sebagai kebenaran yang diamini. Strategei FoF inilah yang digunakan oleh Trump ketika dirinya memanfaatkan kehadiran Cambridge Analytica untuk membaca karakteristik pemilih dan menetapkan strategis kampanye politiknya.

Ciri politik FoF berikutnya adalah Lacks Commitment to Consistency, yang mengandung arti tidak adanya konsistensi dalam pemberitaan dan informasi yang diberikan.
 FoF bekerja dalam hal membuat pemberitaan menjadi silangsengkarut, masing-masing media informasi bersilangan dengan lainnya, sehingga yang terjadi bukan stabilitas yang diperoleh, melainkan kekacauan di kalangan publik sebagai akibat dari ketidakpastian informasi.
 Dalam kaitan ini, FoF memiliki peran dan fungsi strategis menciptakan kesangsian, memperkeruh suasana sehingga makna kebenaran menjadi mengambang dan mengabur. FoF menciptakan dunia hiperealitas di atas realitas  sesungguhnya, sehingga dengannya sistem kesadaran individu mengalami halusinasi dan tidak menentu. Secara posikologis, ketidakmenentuan informasi cenderung membuat individu lebih mudah dipengaruhi, caranya adalah dengan meningkatkan volume frekuensi penyiaran dan penyebarannya. Itulah sebabnya, sistem informasi FoF bekerja dalam ritme berulang-ulang. Sistem kerja FoF bukan dalam kerangka sebarapa objektivnya, melainkan seberapa besar ritme dan frekuensi pengulangannya.

Ciri terakhir FoF sebagai instrumen politik post-truth adalah high volume, multichannel, rapid, repetitive and continuous, yaitu model penyebaran informasi kebohongan dan ketakutan secara besar-besaran. Kebohongan dan ketakutan tumpah ruah di ruang publik, baik di sektor daring maupun luring.  Setiap ruang publik yang menjadi tempat perkumpulan masyarakat, ataupun media sosial tempat berselancar kaum netizen, menjadi ruang dominan di mana informasi dan berita bohong disemburkan.
 Jadilah kemudian ruang sosial dipenuhi fake news, fitnah bertebaran di mana-mana sehingga membuat kebenaran dan objektivitas menjadi sulit didapati. Ketergantungan publik pada informasi media sosial, ditambah oleh rendahnya nalar kritis mereka karena melemahnya budaya literasi, baik literasi buku maupun media, pada situasi tertentu membuat kehadiran FoF diterima, bahkan tak jarang dijadikan sumber rujukan. Termasuk di dalamnya rujukan dalam berpolitik.

Dalam perkembangannya, post-truth sebagai fenomena sosial kekinian sering kali dihubungkan dengan fenomena politik global, terutama dari kelompok politik yang berafiliasi dengan idelogi kanan.
 Terdapat sekian pristiwa politik global yang menandai trend penggunaan post-truth sebagai pollitical strategy. Keberhasilan Jair Bolsonaro di Brasil, Dutarte di Filipina, dan Brexit yang terjadi di Inggris (2016), Milos Zeman di Ceko (2018), Victor urban di Hungaria (2010). Dan paling fenomenal dari semuanya adalah kemenangan Trump atas Hillary Clinton dalam PILPRES USA (2016).
 Dalam pandangan banyak kalangan, kegemilangan karir politik Trump yang saat itu menggunakan strategi politik post-truh, secara signifikan telah menarik perhatian banyak elit politik dunia, menduplikasinya sebagai strategi politik untuk memperebutkan kekuasaan di negaranya masing-masing. Menggeliatnya tren penggunaan post-truh sebagai intrik politik global, berbanding lurus dengan riliss kamus Oxford, yang pada tahun 2017 menjadikan post-truth sebagai “Word of the Year”. Hal tersebut dipicu oleh meningkatnya jumlah pemakaian kata post truth hingga mencapai 2000 persen dari tahun sebelumnya, 2015. Peningkatan tersebut paling banyak dipengaruhui oleh momentum politik Amerika Serikat, di mana pada saat itu post-truth diidentifikasi pada fenomena merajalelanya trump politics effect.

Rentetan kegemilangan politik post-truth, terutama melalui kekuatan politik Firehouse of Falsehood-nya, pada akhirnya menstimulus negara-negara belahan dunia menduplikasinya. Post-truth berinvolusi sebagai proyek politik global yang menarik perhatian banyak elit politisi global. Bukan hanya di negara-negara maju di belahan Eropa dan Amerka latin, seperti AS, Inggris, Ceko, dan Brasil, namun juga menyebar luas ke negara-negara berkembang di wilayah Asia. Di asia sendiri, post-truth berhasil mengantarkan Rodrigo Duterte sebagai pemimpin Filipina (2016).
 Kemenangan Duterte sedikit banyak telah menginspirasi negara asia lainnya, tak terkecuali Indonesia yang saat itu akan menghelat kontestasi Pemilu dan Pilpres 2019. 

Gejala Politik Post-truh dalam Panggung Demokrasi Indonesia


Populernya politik post-truth di berbagai belahan dunia, terutama pascakemenangan Donald Trump, secara langsung mengubah peta politik global. Dalam konteks panggung demokrasi Indonesia, gejala kemunculan post-truth ditandai oleh bergesernya manuver politik di level elit yang cenderung menggunakan isu-isu primordial, seperti isu agama, identitas, kelompok dan golongan etnis tertentu, baik politik di tingkat elektoral maupun nasional. Menggeliatnya penggunaan isu idetitas dan agama, secara langsung membuat ruang politik berubah signifkan, tidak saja memanas, namun juga menjadi gaduh. Berbagai pristiwa politik sepanjang tahun 2017-2019, diawali oleh kegaduhan politik di PILKADA DKI hingga memenasnya suhu politik di PILPRES 2019, kesemuanya tidak lepas dari bergulirnya bola politik post-truth yang sengaja dimainkan oleh para pemangku kepentingan.
 Di Indonesia, gejala politik post-truth ditandai oleh kemunculan tiga (3) feneomena, politik propaganda, dromologi, dan paling mengundang perhatian adalah politik populisme.


Secara teoritik, propaganda memuat arti penjelasan terhadap suatu kebenaran dan keselahan yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut sistem aliran, sikap, atau perilaku tertentu.
 Propaganda membutuhkan seni memengaruhi supaya orang lain mempercayai dan mengikuti setiap apa yang dibicarakan, sekalipun itu tidak sepenuhnya sejalan dengan apa yang ada dalam pikiran. Dalam konteks politik, propagnda umumnya berbentuk isu-isu sensitif yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seperti isu ekonomi, pendidikan, agama, dan identitas. Dua nama terakhir, agama dan identitas, merupakan isu paling sensitif yang dengan mudah dapat menyedot perhatian publik. Kelebihan agama dan identitas sebagai instrumen propaganda politik terletak pada sifat keduanya yang tidak saja bersentuhan dengan aspek sosial masyarakat, namun juga ada dalam wilayah keyakinan, sehingga secara langsung akan membuat perasaan dan emosional menjadi terpancing dan terpengaruh.
 Dalam konteks politik demokrasi Indonesia, fenomena propaganda politik tergambar jelas dalam perilaku dan manuver politik kaum elit politik yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung membangun narasi politik mereka pada wilayah primordialisme. Alih-alih mempertontonkan politik adu gagasan dan program, narasi politik yang mereka lontarkan lebih banyak bermuatan provokatif, menyasar emosional pemilih daripada menawarkan satu model politik yang rasional dan logis. Pada tataran praktiknya, gambaran jelas politik propganda ini dapat kita temukan pada gaya politik Prabowo pada PILPRES 2019.
 Diangkatnya metanarasi Indonesia bubar tahun 2030, Jakarta akan tenggelam, penjajahan ekonomi asing-aseng terhadap kelompok pribumi, semuanya merupakan bagian dari politik propaganda yang mewarnai realitas politik demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.


Selain politik proganda, gejala lain kehadiran politik post-truth dalam panggung politik demokrasi Indonesia yaitu fenomena politik dromologi. Dalam diskursus ilmu sosial, term dromologi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Virilio (1932-2018, dalam bukunya, Virilio menjelaskan bahwa dromologi merupakan proses percepatan kultural yang ditopang oleh kehadiran teknologi komputerisasi secara signifikan.
 Globalisasi, meodernisasi terjadi di setiap lini sehingga mengantarkan manusia pada kompetisi percetapatan, siapa cepat dia dapat. Dalam perkembangannya, dromologi  berubah menjadi identitas masyarakat postmodern, termasuk di dalamnya adalah dunia politik.
 Dalam dunia politik, dromologi direprersetansikan oleh kehadiran media dan informasi. Media melalui segala kecanggihan dan keunggulannya memainkan peran dan fungsi strategis, terutama dalam menggiring opini publik dan memengeruhi sikap dan perilaku pemilih. Peran dan fungsi startegis politik dromologi melalui tekonologi dan media informasi, itu bisa dilacak  pada keberhasilan Donal Trump dalam politik AS.
 Melalui penggunaan big data di media sosial facebook yang ia 'curi' dari perusahaan konsultan politik, Cambridge Analytica, Trump secara mengejutkan dapat mengalahkan politisi senior dan kondang, HIllary Clinton. Di Indonesia sendiri wacana politik dromologi melalui pemanfaatan data di media sosial ramai diperbincangkan seiring tersiarnya kabar sekitar 1 juta data lebih pengguna Facebook Indonesia yang bocor.
 Di luar ini semua, sesungguhnya politik dromologi di ruang politik Indonesia sudah berlangsung lama, bahkan telah ada sejak perhelatan Pilpres 2014. Persisnya sejak menggeliatnya penggunaan lembaga konsultan dan survey politik.


Dari dua gejala di atas, satu lagi gejala politik post-truth adalah politik populisme. Secara terminologi, populisme memiliki pengertian paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil.
 Berlandaskan pengertian ini, politik populisme berarti politik yang mensyaratkan pada pembelaan hak dan kepentingan rakyat kecil seperti kesejahtaraan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dalam banyak kesempatan, populisme seringkali menjadi isu paling banyak dimunculkan ke ruang publik, demikian dipengaruhi oleh sifatnya yang terbilang sangat primer dalam kehidupan masyarakat.
 Tak jarang juga term populisme diidentifikasi terhadap keberadaan kelompok atau golongan tertentu, terutama mereka yang secara sosial politik-ekonomi dinarasikan sebagai kelompok terpinggirkan. Salah satu bentuk populime paling sering digunakan dan memiliki daya pengaruh besar adalah populisme agama. Pada perhalatan politik Amerika, populisme dimainkan oleh Trump melalui politik anti-imigran muslim, seolah-olah kaum imigran muslim adalah dalang dari segala bentuk teror yang terjadi di Amerika.
 Adapun di Indonesia, politik populisme berbasis agama (Islam) dimunculkan dalam bentuk narasi kebangkitan komunis, kolonialisasi kelompok pendatang (China) terhadap muslim pribumi,
 isu marginalisasi politik dan ekonomi terhadap kelompok mayoritas, dalam hal ini adalah penduduk muslim Indonesia secara menyeluruh. 
Populisme Islam sebagai Bagian dari Politik Post-Truth di Indonesia


Secera terminologi, pengertin populisme memiliki banyak redaksi. Namun secara subtansial populisme memiliki makna iterasi yang identik dengan penggunaan isu-isu popular, khususnya isu sosial yang bersentuhan langsung dengan kelompok masyarakat seperti ekonomi, politik, budaya dan sejenisnya.
 Kelompok masyarakat yang dimaksud adalah individu atau golongan yang dalam relasi sosialnya terpinggirkan akibat sistem politik yang tidak berpihak kepada kepentingan mereka. Lazimnya, term populisme diidentifikasi sebagai bagian dari pristiwa politik yang lahir dari gerakan kaum liyan, dalam hal ini adalah kelompok atau golongan sosial tertentu yang menarasikan dirinya sebagai korban marginalisasi kekuatan politik oligarki dan ekonomi bias kapitalistik. 


Merujuk pada penjelasan Vedi R. Hadiz (2018), gerakan sosial kaum populis pada umumnya beroperasi melalui kanal-kanal ormas dan politik, khususnya ormas atau kelompok politik (baca: partai) yang berhaluan kanan.
 Di Mesir, misal, kaum populis muncul dari gerakan politik populisme Islam Ikhwanul Muslim, sebuah gerakan politik populisme Islam sayap kanan yang pada saat itu menjadi wadah tempat berkumpulnya kelompok marginal akibat kebijakan sistem politik otoriter Hosni Mubarak yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan mereka. Keberhasilan aktivisme politik populis yang digerakkan oleh kelompok Islam kanan IM di Mesir, pada gilirannya mengilhami banyak gerakan populis di negara-negara lainnya.
 Tak terkecuali di Indonesia, terutama pada awal dekade 2000-an yang saat itu tengah mengalami proses transisi politik, dari rezim orba menuju demokrasi totalitas.


Secara historis, fenomena populisme di Indonesia sesunggunya memiliki sejarah cukup panjang, bahkan telah ada semenjak Indonesia ada di bawah rezim pemerintahan Soekarno. Pada masa Soekarno, populisme dimainkan oleh kelompok elit untuk mengkondisikan geo politik di level bawah, salah satunya adalah dengan memunculkan gagasan pengintegrasian Nasionalisme, Agama dan Komunisma (NASAKOM). Sedangkan pada era Soeharto, populisme diperagakan oleh kelompok kelas pelajar (baca: Mahasiswa) yang saat itu melakukan demonstrasi besar-besaran agar Soeharto mundur dari kursinya jabatannya sebagai presiden.
 Pasca bergulirnya reformasi 98, tepatnya ketika Indonesia mengalami transisi politik pemerintahan, dari sistem semi presidensial ke sistem presidensial multipartai, fenomena populisme mulai mengalami pergeseran. Pada situasi ini, populisme lebih banyak dioperasikan dalam bentuk narasi dan simbolisasi agama. Bergulirnya sistem demokrasi totalitas yang ditandai oleh semakin dinamis dan leluasanya panggung politik nasional, pada gilirannya membuat gerakan politik populisme atas nama agama semakin bebas.
 Termasuk di dalamnya adalah gerakan politik populisme berbasis Islam yang saat itu dimainkan oleh kelompok gerakan Islam kanan seperti ormas Islam Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sejenisnya.

Pada awal kemunculannya, kelompok populisme Islam di Indonesia tergolong sebagai kelompok silent group yang menjalankan agendanya melalui gerakan tarbiyah atau pendidikan. Selang tahun-tahun berikutnya, kelompok ini mulai mempertegas arah gerakan mereka dengan melakukan aktivisme politik praktis, dengan mengemban visi kepentingan transnasional. Bukan saja untuk merebut kekuasaan dalam satu tritorial negara tertentu, namun lebih dari itu menancapkan kembali sistem pemerintahan Islam sebagai sistem tunggal ketatanegaraan dunia (baca: Khilafah Islamiyah).
 Pada banyak aktivisme politiknya, populisme Islam di Indonesia lebih sering menonjolkan dirinya untuk melawan rezim dan kekuatan politik golongan otoritarian yang mengancam eksistensi mereka. Dalam konteks politik demokrasi Indonesia saat ini, perlawanan politik populisme Islam belakangan tidak saja ditujukan kepada elit penguasa, namun juga diarahkan kepada etnis tertentu yang dinilai mengganggu agenda dan kepentingan mereka, seperti yang diarahkan kepada etnis China Thionghoa seperti yang tergambar dalam fenomena politik Ahok.
 

Mencermati perkembangan politik dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam perhelatan politik di daerah maupun di tingkat nasional seperti dalam Pilkada Jakarta dan Pilpres 2019, panggung politik demokrasi di Indonesia sesungguhnya lebih banyak didominasi pertunjukan politik populisme Islam. Pada Pilkada Jakarta, penggunaan politik populisme Islam dapat dilacak pada massifnya penggunaan Isu agama dan identitas. Fenomena politik Ahok dalam kasus al-Maidah menjadi rujukan paling jelas untuk meneropong kehadiran politik populisme Islam dalam panggung demokrasi Indonesia.
 Kasus tersebut semakin memanas seiring munculnya isu penistaan agama. Puncak dari semuanya adalah lahirnya gerakan aksi bela agama 411 dan 212 yang berisi desakan pada pemerintah untuk memprosesnya secara hukum, serta deligitimasi politik yang kemudian berujung pada kekalahan dirinya. Dalam kasus ini, kita melihat secara telanjang betapa narasi Islam populisme secara signifikan tidak saja telah membangkitkan perasaan dan rasa emosional masyarakat muslim Indonesia, namun secara efektif juga telah menyatukan masyarakat muslim dari lintas kelas sosial. Mulai dari kalangan buruh, petani, hingga kalangan borujuis dan birokrat. Menariknya, semua elemen kelas sosial ini bergerak serentak atas tujuan dan kepentingan bersama sebagai kesatuan ummah yang merasa termarginalkan oleh kekuatan otoritarianisme kelompok penguasa.

Sedangkan pada level politik nasional, narasi politik populisme Islam dapat dilacak pada fenomena Pilpres 2019, yang dalam hal ini melibatkan paslon 01 (Jokowi-Amin) dan paslon 02 (Prabowo-Sandi).
 Hampir sama dengan PILKADA Jakarta, model narasi populisme Islam pada level ini seungguhnya sama-sama berpijak pada pemanfaatan primordialisme, dalam hal ini adalah agama dan etnisitas. Baik paslon 01 maupun 02, keduanya  cenderung lebih banyak mengeksploitasi wilayah primordialisme klasik seperti bangkitnya komunis, keturunan komunis, penganut komunis dan sebagainya.
 Sejarah kelam komunisme dalam masa perjalanan Indonesia kemudian dimanfaatkan kelompok populisme Islam untuk menaikkan daya tawar politik mereka. Beberapa isu lain yang memperkuat politik populisme Islam di PILPRES 2019 yaitu isu pelarangan azan di Masjid, penghapusan kurikulum agama, kriminalisasi ulama’, persekusi kegiatan keagamaan dan sebagainya.

Jika diamati lebih mendalam, semua narasi di atas memuat semangat dan pesan yang seragam, yakni merujuk pada kondisi diri yang dicitrakan tengah mengalami diskriminasi dan penidasan struktural. Narasi seperti ini secara tidak langsung akan meposisikan diri mereka sebagai kelompok terpinggirkan. Sebaliknya, label otoritarianisme akan mereka sematkan kepada kelompok penguasa yang digambarkan tidak dapat mengakomodir kepentingan warganya secara adil dan bijaksana. Dengan cara seperti ini, kelompok pulisme Islam hendak menegaskan diri bahwa gerakan politik yang mereka bangun adalah gerakan keummatan yang memiliki semangat totalitas melawan kemapanan (baca: anti-kemapanan), otoritarianisme dan nativisme. Anti-kemapanan berarti menekankan pada nilai kebijaksanaan untuk melawan kekuatan politik yang dicitrakan tidak dapat menjawab kebutuhan kolektif. Bagi kelompok ini, melawan otoritarianisme berarti membangun gerakan massa untuk menghadirkan satu poros kekuatan politik yang menurut mereka lebih mencerminkan kehendak rakyat. Sedangkan nativisme dalam konteks populisme Islam mensyaratkan pada sikap dan pandangan politik yang melihat setiap negara-bangsa memiliki bangunan jati diri dan identitas kebudayaan yang telah dibawa sejak dirinya lahir.
 Dalam perspektif populisme Islam, negara adalah representasi kesamaan visi yang dibuat secara kolektif untuk mencapai cita-cita ideal negara, yaitu kesejahteraan bersama. Untuk itu, negara wajib mendahulukan kelompoknya sendiri dan tidak dibenarkan sedikit pun melakukan keberpihakan terhadap kelompok di luar mereka, dalam hal ini adalah kelompok asing.

Jika problem populisme Islam di atas dihubungkan dengan fenomena post-truth, di sini kita akan mendapati sejumlah persamaan. Sekurang-kurangnya persamaan tersebut ditemukan dalam dua hal; pertama, haluan gerakan sosial-politik yang cenderung ke kanan. Pengalaman yang muncul selama ini, fenomena politik post-truth paling dominan masuk melalui kanal politik berbasis haluan kanan seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Jair Bolsonaro di Brasil, Dutarte di Filipina, Milos Zeman di Ceko (2018), Victor Urban di Hungaria (2010). Pola ini memuat kesamaan dengan populisme Islam global yang terjadi di banyak negara-negara dunia seperti kelompok Islam Ikhwanul Muslimin di Mesir, kemudian kelompok Islam AKP di Turkey yang diperankan Endorgan. Dalam kasus di Indonesia, populisme Islam juga tidak dapat dilepaskan dari kelompok Islam berhaluan kanan, baik yang berbentuk ormas seperti halnya Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), maupun berbentuk partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
 Kedua, pemanfaatan isu agama dan identitas. Populisme identik dengan tema-tema popular yang berhubungan dekat dengan kehidupan masyarakat di akar rumput, terutama mereka yang mencitrakan diri sebagai kelompok terpinggirkan secara politis dan ekonomi.
 Pola ini memuat kesamaan dengan post-truth yang dalam banyak kesempatan cenderung memanfaatkan isu-isu sensistif, terkhusus yang berakar pada sentimen agama dan identitas. Pada politik rasis post-truth, Trump berusaha mengambil perhatian pemilih dengan melontarkan isu rasisme berupa politik anti-imigran muslim, menuduh muslim sebagai kelompok paling bertanggung jawab atas rentetan teror yang menimpa penduduk Amerika.
 Di Indoensia, narasi rasisme post-truth ala Trump menemukan resonasinya dengan politik populisme Islam, yaitu ketika politisasi agama dan identitas memgambil peran dalam panggung demokrasi seperti yang terjadi pada PILGUB Jakarta 2016 dan PILPRES 2018.
 

Problem  Populisme Islam dan Ancamannya terhadap Masa Depan Demokrasi Indonesia

Dari keseluruhan pembacaan di atas, muncul pertanyaan besar yang cukup menarik dijawab, bagaimana peran sekaligus pengaruh politik populisme Islam post-truth terhadap masa depan demokrasi di Indonesa? Apakah politik populisme Islam dalam post-truth merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi, atau sebaliknya merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia? Dua pertanyaan ini penting untuk dijawab, mengingat sejauh ini tema seputar populisme Islam dan post-truth cukup mewarnai perjalanan demokrasi Indonesia, baik pada tataran teoritik maupun di tataran politik praktis seperti yang terjadi di perhelatan PILGUB Jakarta dan PILPRES 2019.

Dalam berdemokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan menjalin serikat merupakan hal subtansial, dirinya adalah representasi kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam perundangan.
 Dalam demokrasi juga, kita mengenal kehadiran media informasi sebagai corong kebebasan, dengannya setiap warga negara menemukan keleluasaan menyampaikan aspirasi. Berbagai kritik dan gagasan dapat dituangkan sebagai kanal optimalisasi fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan. Tanpa kritik dan kontrol kekuasaan akan berjalan liar dan, bahkan sangat mungkin akan disalahgunakan oleh kelompok atau pihak tertentu.
 Karenanya dalam alam demokrasi, segala uapaya yang bertujuan menyumbat kebebasan menyampaikan kritik dan menjalin serikat, itu  mengandung arti pemberangusan terhadap makna subtansi demokrasi.

 Hanya memang, harus disadari di tengah uforia kebebasan yang dinikmati saat ini, proses demokratisasi di Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan dan ancaman krusial. Mempesatnya perkembangan teknologi dan media informasi dengan segala bentuk dan variannya, secara langsung telah menghadapkan demokrasi di Indonesia pada kenyataan serbaparadoks.
 Pada tahap ini, teknologi dan media informasi yang pada awalnya berperan sebagai medium penguat demokrasi, dalam batasan-batasan tertentu dapat juga menghadirkan efek buruk yang mengancam keberadaan demokrasi itu sendiri. Efek buruk yang dimaksud merujuk pada semakin luasnya penyebaran berita-berita bohong (hoaks), mobilisasi massa melalui propaganda politik di media sosial, radikalisasi melalui penyebaran konten agama yang bias fundamentalis, meningkatnya ujaran kebencian, manipulasi informasi, dan lebih parah dari semuanya adalah deligitamsi konsep kebenaran seperti yang terjadi pada rekapitulasi perolehan suara dalam PILPRES 2019, di mana saat itu terjadi pergerakan massif melalui media sosial, baik online maupun offline, yang berusaha melakukan delitigimasi KPU.
 Pada situasi ini, kehadiran media informasi dengan segala keunggulan dan kecanggihanya, pada titik tertentu telah menjadi semacam ‘boomerang’ yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Jika pembacaan di atas kita terik ke dalam wilayah kajian ini, permasalahan serupa juga dapat kita temui pada fenomena politik post-truth. Post-truth yang selama ini identik dengan propaganda politik dan kebohongan yang menyebar luas melalui media, baik media dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring), dalam praktiknya bukan saja telah membuat iklim demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut. 
 Lebih dari itu telah mengancam eksistensi kebangsaan Indonesia yang selama ini dikenal majemuk dan plural. Dalam politik post-truth, ketika kebohongan dan intimidasi menjadi jalan politik, maka pada saat bersamaan ruang duskursus mengalami krisis kearifan dan etika. Dialektika politik dibangun bukan berlandaskan ide-ide produktif, melainkan lebih pada dialektika destruktif.
 Begitupun dengan politik populisme Islam, penggunaan isu-isu identitas dan agama dalam panggung demokrasi seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Alih-alih mematangkan proses demokrasi, yang terjadi adalah memukul mundur demokrasi itu sendiri.

Secara teoritik, problem politik populisme Islam di tengah menggeliatnya politik post-truth dalam panggung demokrasi Indonesia kontemporer dapat dilihat dari dua hal; Pertama, mengemukanya sentimen agama dan identitas yang mengarah kepada sikap dan perilaku intoleransi religius kultural. Dalam konteks ini, politik rasis post-truh di Indonesia yang dalam praktiknya seringkali menunggangi populisme Islam memiliki konsekuensi besar terhadap bangkitnya sentimen keagamaan dan tumbuhnya sikap eksklusivisme. Dua sikap ini pada gilirannya akan membuat realitas kebangsaan di Indonesia terpecah belah, memicu pergesekan hingga konflik mengatasnamakan identitas dan kelompok keyakinan. Dalam hal demokrasi Indonesia, ancaman terhadap keragaman menjadi persoalan krusial mengingat Indonesia sendiri merupakan negara majemuk yang memiliki aneka ragam perbedaan, baik dalam hal kebudayaan, suku, adat, dan agama.
 Eksklusivisme berpotensi besar membuat individu atau kelompok menutup diri untuk dapat hidup berdampingan dengan kelompok (keyakinan) di luar dirinya. Dalam kasus Indonesia, ancaman problem politik post-truth berbasis populisme Islam tidak boleh dipandang sebelah mata, karena berdasarkan temuan banyak lembaga survei, tren intoleransi religius kultural yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan, kini dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan.
 Tren perubahan tersebut dipicu oleh semakin menggeliatnya penggunaan politik identitas dan agama, khususnya pasca munculnya mobilisasi massa besar-besaran dalam gerakan Aksi Bela Islam 212 pada perhelatan pesta demokrasi PILGUB Jakarta 2017.

Kedua,  selain aspek religius kultural, problem penggunaan politik populisme Islam post-truth di Indonesia juga bisa dilihat pada meningginya angka intoleransi di sektor politik. Pada tataran teoritiknya, intoleransi politik dapat dipahami sebagai perilaku eksklusif di sektor sosial politik. Persisnya, intoleransi politik dapat diukur oleh seberapa besar resistansi individu atau kelompok jika pemeluk agama lain memegangi jabatan struktural tertentu.
 Apakah itu sebagai presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, atau wali kota. Menariknya, dalam konteks panggung demokrasi Indonesia kontemporer, tren intoleransi politik yang pada masa-masa awal era Reformasi belum menunjukkan geliat signifikan, kini setelah dua dekade reformasi bergulir terjadi peningkatan. Kondisi ini berbanding lurus dengan melemahnya demokrasi Indonesia, yang menurut laporan The Economist Intelligence Unit memgalami penunuranan peringkat, dari peringkat 48 ke peringkat 68.
 Menariknya, berdasarkan riset dari lembaga terkemuka tersebut, didapati temuan jika pelemahan demokrasi Indonesia yang terjadi saat ini lebih banyak dipengerauhi isu-isu kebebasan sipil dan kultur politik,
 terutama menguatnya intoleransi dan politik identitas yang sekarang menemukan resonasinya dengan politik global pascakebenaran.  Pada situasi ini, sejak masuknya post-truth ke dalam panggung demokrasi Indonesia, dinamika politik di Indonesia lebih banyak dihantui dan diciderai oleh kampanye abad pertengahan yang lebih mengedepankan narasi sentimen dan emosi daripada rasionalitas. 
SIMPULAN


Fenomena politik global post-truth yang saat ini tengah melanda banyak negara dunia, dalam beberapa tahun terakhir juga telah mewarnai panggung demokrasi Indonesia. Di Indonesia, kemunculan fenomena politik post-truth ditandai oleh semakin mengemukanya penggunaan isu-isu populis, terutama yang berakar pada wilayah primordialisme agama dan identitas. Dalam panggung demokrasi di Indonesia, berkembanya politik populisme Islam dapat ditemukan pada setiap perhelatan politik, baik yang terjadi di level regional maupun level nasional. Di level regional, gambaran nyata politik populisme Islam dapat ditemukan dalam fenomena Ahok di PILGUB Jarkata 2017, yang kemudian diikuti oleh mobilisasi massa besar-besaran Aski Bela Islam gerakan 212 dan 411. Sedangkan di level nasional, politik populisme Islam dapat ditemukan pada narasi politik PILPRES 2019, yang pada saat itu lebih banyak  memanfaatkan isu primordialisme.

Problem penggunaan narasi politik post-truth dan populisme Islam terhadap bangunan sistem demokrasi di Indonesia, secara umum dapat dilihat dari dua hal; Pertama, meningkatnya perilaku intoleransi di sektor religius kultural yang ditandai oleh merenggangnya inklusivisme, pada saat bersamaan eksklusivisme dan mayoritanisme mengalami kebangiktan sehingga berujung pada munculnya perilaku sentimen, baik yang mengatasnamakan agama seperti pembakaran tempat peribadatan maupun etnisitas; Kedua, meningkatnya intoleransi di sektor politik. Penggunaan politik populisme Islam dalam panggung demokrasi Indonesia kontemporer, praktis tidak saja telah membuat iklim politik di Indonesia menjadi memanas dan penuh gaduh. Namun lebih dari itu turut mengancam bangunan dan tatanan demokrasi di Indonesia secara menyeluruh.
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